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pelayanan dan penerimaan daerah dari
. dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang
tor Bersama Samsat- Provinsi Lampung
perlu dilakukan pembinaan yang
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gan maksud huruf a tersebut di atas, agar
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pada Kantor Samsat dan
Keputusan Gubernur Lampung;
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Peraturan Daerah © .vinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pajak Kendsaiu:n Bermotor ( PKB );

Peraturan Daerah ~ owvinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002
tentang Bea Balik Nz Kendaraan Bermotor ( BBN-KB );

.Peraturan Daerah = wvinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003

tentang Pokok-pokck - zngelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah ™ winsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004
tentang Rencana Str: -k Provinsi Lampung Tahun 2004 -2009 .

Instruksi Bersama NMe ~ieri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam
Negeri dan Menteri “zuangan Nomor : Ins/ 03/ M/ X/ 1999,
Nomor : 29 Tahun 1%+ dan Nomer : 6/ IMK.014/ 1999 tanggal 11
Oktober 1999 teniuiig Pelaksanaan Sistem Administrasi
Manunggal Di Bawa®: Zatu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda
Nomor Kendaraan :=rmotor, Surat Tanda Coba Kendaraan
Bermotor, Tanda »..1nor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba
Kendaraan Bermct:© dan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Eu.z Nama Kendaraan Bermotor sera
Sumbangan Wajib D:. = Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Surat Keputusan “iersama Kepala Kepolisian Republik
Indonesia, Direktur ...:deral Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah dan Direktur ‘tama PT. Jasa Raharja ( Persero )
Nomor : Skep/ 06 / = 7 1999, Nomor : 973 / 1228 dan Nomor :
Skep / 02/ X / 1998 ‘=anggal 15 Oktober 1999 tentang Pedoman
Tata Laksana Sister Administrasi Manunggal Di Bawah Satu
Atap Dalam Penerbiiz - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
Surat Tanda Cob= Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor
Kendaraan Bermotc: Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan
Pemungutan Pajak .zndaraan Bermotor, Bea Balikk Nama
Kendaraan Bermoto: -zrta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Gubernur ~rovinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2007
tentang Anggaran ~:ndapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Ang: =ran 2007.
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. Membentuk Tim Pembi: Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

dan Bea Balik Nama r:ndaran Bermotor pada Kantor Bersama

Samsat Provinsi Lay:

ing Tahun 2007 dengan personalia

sebagaimana tercantuir izlam lampiran Keputusan ini.
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KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. Melakukan upaya — upaya dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada masyarakat pada Kantor Bersama Samsat;

b. Melakukan pembinaan kepada para aparat pelaksana
pemungutan pajak dalam rangka peningkatan penerimaan daerah
dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor.

KETIGA . Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala dan
bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT . Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung,
Kode Rekening : 5.2.1.01.01.

KELIMA . Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang
berlaku.

KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai
dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 5 - 4 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,
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SJA:CHROJ__EDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri, u.p., Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah
di Jakarta.

Kapolda Lampung di Bandar Lampung. ‘

Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

Himpunan Keputusan.
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